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SERIKAT MENUNTUT AGAR DAFTAR PEMILIK

MANFAAT TERBUKA UNTUK PUBLIK




MEMBUAT DAFTAR

PEMILIK MANFAAT
TERBUKA UNTUK PUBLIK

PERSOALAN:

PEMILIK YANG
DISEMBUNYIKAN,
KEKAYAAN TERSEMBUNYI

eberapa yurisdiksi di dunia tidak
B mengharuskan perusahaan atau

kendaraan hukum lainnya, seperti
trust atau yayasan, untuk secara publik me-
ngungkap identitas orang-orang yang pada
dasarnya memiliki perusahaan-perusahaan
itu atau mengendalikan asetnya. Hal ini be-
rarti bahwa kendaraan yang semacam itu
bisa digunakan untuk menghindari pajak
atau menyembunyikan aset kriminal atau
pembayaran yang korup.

POIN UTAMA:

SERIKAT PEKERJA MENDORONG
PEMERINTAH UNTUK:

MEMBUAT DAFTAR PUBLIK
YANG BERISI PEMILIK
PERUSAHAAN, TRUST, DAN
YAYASAN YANG SEBENARNYA

Pemilik manfaat yang sebenarnya dari
suatu perusahaan, trust (perusahaan
gabungan) atau yayasan, tidak niscaya
menjadi pemegang saham karena ia
mungkin memilikinya melalui perusa-
haan lain. Korupsi dan penipuan ser-
ingkali menggunakan sambungan be-
berapa kendaraan hukum tak bernama,
di setiap yurisdiksi, untuk membuatnya
menjadi sesulit mungkin bagi penegak
hukum untuk melacak.

Panama Papers dan kebocoran catatan
rahasia tentang suaka pajak lainnya
menunjukkan bahwa ratusan politisi,
pengusaha dan tokoh-tokoh terkenal
lain di seluruh dunia pernah menggu-
nakan perusahaan-perusanaan anonim
untuk menyembunyikan kekayaan mer-
eka di luar negeri. Hasilnya adalah neg-
ara mereka tidak bisa menarik pajak dari
kekayaan mereka dan dengan demikian
tidak bisa menggunakan pajak itu untuk
membiayai layanan publik yang dibutuh-
kan oleh pekerja dan keluarganya, sep-
erti pendidikan dan kesehatan.

Perusahaan-perusahaan tidak bernama
dapat juga digunakan oleh para eksekutif
korup atau untuk mengontrol pendapat
para pemegang saham untuk mengalir-
kan uang keluar dari perusahaan, yang
potential menempatkan bisnis ini dalam
bahaya dan pekerja berisiko kehilan-
gan pekerjaan. Sebagaimana digunakan
oleh para politisi korup, perusahaan
anonim juga dapat digunakan oleh keja-
hatan terorganisir dan bahkan oleh tero-
ris untuk menyembunyikan aliran uang.



“TIDAK ADA ALASAN YANG
CUKUP BAGUS BAGI SIAPAPUN
UNTUK MEMILIKI PERUSAHAAN

Untuk mengatasi persoalan ini, pemilik manfaat
yang sebenarnya dari perusahaan - orang yang
benar-benar memiliki atau mengendalikan pe-
rusahaan-perusahaan itu - harus dibuat publik
bagaimanapupn juga, tidak hanya melalui ke-
bocoran informasi atau pelapor. Aturan yang
sama juga harus berlaku pada trust dan yayasan
yang dapat digunakan untuk menyembunyikan
pemilik aset yang sesungguhnya.

Gerakan keadilan pajak sudah melakukan kam-
panye selama bertahun-tahun agar semua
negara dan yurisdiksi membuat daftar pemilik
manfaat perusahaan, trust dan yayasan dan
mengungkap daftar itu ke publik. Daftar yang
bersifat publik akan mempersulit koruptor un-
tuk menyembunyikan kekayaan mereka di balik
kerahasiaan korporasi.

Sudah ada kemajuan, meskipun persoalannya
masih jauh dari selesai. Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI), suatu inisiatif
global untuk industri minyak, gas dan pertam-
bangan akan mensyaratkan hampir semua neg-
ara pelaksana yang berjumlah 50 untuk menga-
dopsi daftar publik pemilik manfaat pada tahun
2020. Kerjaan Inggris sudah mulai mengadopsi
daftar publik mereka sendiri dan pada bulan Mei
2018 mengeluarkan legislasi yang mensyarat-
kan wilayah seberang lautnya —termasuk suaka
pajak terkenal seperti Kepulauan Cayman dan
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British Virgin Islands - untuk mengadopsi daft-
ar ini di masa depan.

Namun, banyak negara lain yang menolak, ter-
masuk Amerika Serikat yang sekarang adalah
salah satu suaka pajak terbesar di dunia dan
menawarkan tingkat kerahaasiaan yang tinggi.
Amerika serikat pada dasarnya menyepakati
bahwa negara-negara bagiannya harus meng-
hentikan kepemilikan perusahaan tak bernama,
tetapi tidak ada administrasi di AS yang mem-
buatnya menjadi keharusan, jadi negara-nega-
ra bagian terus bersaing satu sama lain untuk
menarik orang yang ingin menyembunyikan
uang dan harta. Pada akhirnya, ini memberikan
selubung politis kepada yurisdiksi yang lebih
kecil di luar Amerika Serikat untuk menolak ke-
terbukaan yang lebih besar.

Negara-negara Uni Eropa telah sepakat un-
tuk membuat daftar pemilik manfaat peru-
sahaan-perusahaan dan trust (perusahaan
gabungan), tetapi daftar pemilik manfaat trust
hanya bisa diakses oleh orang-orang dengan
‘kepentingan yang sah”. Di Kerajaan Inggris
daftar itu akan digunakan secara meluas tetapi
kualitasnya diturunkan oleh kurangnya sumber
daya untuk memverifikasi informasinya dan ku-
rangnya sanksi bagi pelanggar.
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TRANSPARANSI DIBUTUHKAN

The Independent Commission for the Reform
of International Corporate Taxation (ICRICT),
yang didukung oleh PSI, baru-baru ini mulai
mengeksplorasi kemungkinan suatu Global As-
set Register (Daftar Aset Global), yang meng-
hubungkan informasi tentang pemilik manfaat
perusahaan, trust dan kendaraan lainnya den-
gan data tentang kepemilikan sekuritas finan-
sial, properti dan aset lain. Gagasannya adalah
bahwa daftar global bisa digunakan untuk mela-
wan kejahatan finansial dan meciptakan perpa-
jakan atas kekayaan.

Perpajakan tidak akan adil bagi pekerja dan
warga negara lain jika orang kaya dan korporasi
tidak diwajibkan untuk membuka apa yang mer-
eka miliki dan di mana. Di banyak negara, peker-
ja diwajibkan untuk mendaftarkan kepemilikan
mereka seperti rumah, mobil dan bahkan anjing
mereka. Seharusnya orang kaya dan orang kuat
tidak boleh menghindari transparansi.
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Dibutuhkan tindakan lebih lanjut. Berbagai yu-
risdiksi yang menawarkan kepemilikan tersem-
bunyi atas perusahaan dan perusahaan gabun-
gan (trust) adalah bagian kunci dari sistem
offshore, yang juga digunakan oleh perusahaan
multinasional untuk menghindari pajak, meski-
pun biasanya dengan memainkan trik akuntansi
pada keuntungan mereka alih-alih benar-benar
menyembunyikan kepemilikan mereka.

Maka, pemerintah juga perlu mengadopsi tin-
dakan-tindakan tertentu untuk menghentikan
korporasi dan kaum super kaya memindahkan
uang mereka ke suaka pajak (Lihat Risalah 3.
Tindakan yang diperukan untuk melawan suaka
pajak).


https://www.icrict.com/

APA YANG HARUS TERJADI

1. Serikat harus bersikeras bahwa setiap negara dan yurisdiksi
memperkenalkan satu daftar yang berisi pemilik manfaat yang
sebenarnya dari perusahaan-perusahaan, perusahaan gabungan (trust)
dan yayasan yang berbadan hukum atau terdaftar di yurisdiksi itu.
Daftar itu haruslah bersifat komprehensif, publik dan bebas digunakan
dan seluruh informasi di dalamnya harus terbarui dan terverifikasi.

2. Dibeberapa negara, ini berarti membuat daftar yang ada terbuka
untuk publik atau meningkatkan kualitasnya. Di negara-negara lain,
ini akan berarti menciptakan daftar itu, termasuk persyaratan hukum
bagi perusahaan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat mereka yang
didukung oleh sanksi berarti bagi mereka yang tidak mau patuh.

3. Serikat pekerja juga harus bersikeras agar pemerintah memberikan
otoritas pajak nasional dan dukung politik yang dibutuhkan untuk
mengejar aset yang disembunyikan oleh warga negara super kaya di
suaka pajak luar negeri (Lihat Risalah 3 dan 6).
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tax justice
network

ICRICT

Independent Commission for the Reform
of International Corporate Taxation

FINANCIAL
TRANSPARENCY
COALITION
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TAX JUSTICE NETWORK

Halaman Tax Justice Network tentang
seluk beluk kerahasiaan luar negeri dapat
diakses di :
https:/wwv.taxjustice.net/topics/secrecy/
the-mechanics-of-secrecy/

ICRICT

Sebuah badan internasional yan didukung
oleh Pub-lic Services International seka-
ligus juga kelompok masyarakat sipil,
ICRICT mempublikasikan briefing-nya
tentang Global Asset Register (Daftar Aset
Global).

Dapat diakses di : https://static].
squarespace.com/static/5a0c602bf-
43b5594845abb81/t/5¢c988368eef1a-
1538c22e7eb/1553498989927/GAR.pdf

THE FINANCIAL TRANSPARENCY
COALITION

Ini adalah sebuah koalisi masyarakat sipil
yang memiliki halaman sendiri tentang
kerahasiaan kepemilikan.

Dapat diakses di : https://financialtranspar-
ency.org/issues/beneficial-ownership/
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Public Services International (PSI) adalah federasi serikat pekerja global dengan
lebih dari 700 serikat pekerja yang merepresentasikan 30 juta pekerja di 154
negara. Kami membawa suara mereka ke PBB, ILO, WHO dan organisasi global dan
regional lainnya. Kami membela hak-hak pekerja dan serikat pekerja dan berjuang
untuk akses universal ke layanan publik yang berkualitas.



